
SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON

TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari
anggota negara-negara ASEAN memegang teguh dan
konsisten terhadap komitmen solidaritas untuk
bekerja sama di bidang pengendalian kebakaran lahan
dan/atau hutan serta penyebaran asap lintas batas
negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip
perjanjian internasional yang telah disepakati dan
kepentingan nasional sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa asap yang berasal dari kebakaran lahan
dan/atau hutan dapat menyebar sampai lintas batas
negara dan berkecenderungan kuat mengakibatkan
pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, serta
merugikan kesehatan manusia, maka diperlukan kerja
sama antarnegara Asia Tenggara dalam mengendalikan
penyebaran asap lintas batas negara;

c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas) pada tanggal 10 Juni
2002 di Kuala Lumpur, Malaysia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas) dengan Undang-
Undang;

Mengingat: . . .
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP
LINTAS BATAS).

Pasal 1
(1) Mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary

Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas).

(2) Salinan naskah asli ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN
tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dalam bahasa
Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Hukum,

Nanik Purwanti



PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY

HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

I. UMUM

Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan
Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara.
Pencemaran asap tersebut dapat merugikan kesehatan manusia, mencemari
lingkungan, dan merusak ekosistem.

Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran
pernafasan akut (ISPA), asma, bronchitis, pneumonia (radang paru), serta
iritasi mata dan kulit. Selain itu, asap dapat mengganggu proses
pertumbuhan tanaman karena sinar matahari terhalang asap sehingga
proses fotosintesa tidak dapat dilakukan sempurna oleh tumbuhan.

Kepekatan asap juga memperpendek jarak pandang yang mengganggu
transportasi darat, laut, sungai, dan udara serta kegiatan kehidupan sehari-
hari sehingga memberi dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia telah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan dampak pencemaran asap akibat kebakaran lahan dan/atau
hutan di tingkat nasional. Namun demikian, untuk penanganan
pencemaran asap lintas batas, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya
menyadari bahwa pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan
secara bersama-sama. Kerja sama antarnegara ASEAN ini didasari atas
pelaksanaan komitmen, semangat kemitraan serta solidaritas negara ASEAN
dalam menghadapi berbagai kendala penanganan asap lintas batas.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan
bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk
mengusahakan/memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebijakan
lingkungan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun
demikian, setiap negara juga wajib bertanggung jawab untuk menjamin
setiap pengusahaan/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, tidak
menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak
membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya.

Masalah . . .
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Masalah pencemaran asap di tingkat regional dibahas dalam pertemuan
para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN dan kemudian diwujudkan dalam
kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN pada 19 Juni 1990.
Kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN tersebut dijabarkan lebih
jauh dalam Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas
Batas pada tahun 1995. Rencana kerja tersebut meliputi prosedur dan
mekanisme untuk kerja sama pencegahan dan penanggulangan pencemaran
asap lintas batas.

Kebakaran lahan dan/atau hutan pada tahun 1997 mengakibatkan
pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Kejadian pencemaran asap lintas
batas tersebut dibahas di tingkat ASEAN dan menghasilkan Hanoi Plan of
Action 1997 yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap
lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan.

Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran
Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan Hanoi Plan of Action
1997, Anggota ASEAN sepakat untuk membuat ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran
Asap Lintas Batas) atau disebut Persetujuan ASEAN, sebagai komitmen
bersama.

Persetujuan ASEAN tersebut ditandatangani tahun 2002 dan berlaku
efektif tahun 2007. Persetujuan ASEAN bertujuan mencegah dan
menanggulangi pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran
lahan dan/atau hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional,
regional, dan internasional secara intensif.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi
solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di
antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok
tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas
batas secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu
untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas
Batas.

Adapun manfaat mengesahkan Persetujuan ASEAN bagi Indonesia, antara
lain:

1. mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan
negara anggota ASEAN untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan
tanggap darurat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang
mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;

2. melindungi . . .
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2. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran asap
lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat
merugikan kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;

3. memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan
pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan
pencemaran asap lintas batas;

4. memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara
ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat maupun
ASEAN Coordinating Centre untuk melakukan pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian
kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap
lintas batas;

5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerja
sama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan
pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan
pencemaran asap lintas batas;

6. memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan
pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan baik di tingkat lokal,
nasional maupun regional melalui kerja sama ASEAN dan bantuan
internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan.

Persetujuan ASEAN terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu)
lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain hal-hal
sebagai berikut:

1. Definisi
Persetujuan ASEAN mendefinisikan beberapa kelembagaan, di antaranya
focal point, otoritas yang berwenang, pihak pemohon, pihak penerima,
dan definisi teknis seperti pembakaran terkendali, pembakaran terbuka,
daerah rawan kebakaran, pencemaran asap, dan kebakaran lahan
dan/atau hutan.

2. Pemantauan
Persetujuan ASEAN mewajibkan setiap negara membentuk Pusat
Pemantauan Nasional untuk melaksanakan pemantauan yang meliputi:

a. daerah . . .
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a. daerah rawan kebakaran;
b. kebakaran lahan dan/atau hutan;
c. kondisi lingkungan yang mendukung mengakibatkan kebakaran

lahan dan/atau hutan;
d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau

hutan.

3. Penilaian
Penilaian dilakukan oleh ASEAN Coordinating Centre melalui mekanisme
penerimaan informasi, yaitu:
a. Pusat Pemantauan Nasional mengomunikasikan secara regular hasil

pemantauan;
b. ASEAN Coordinating Centre menerima, mengkonsolidasikan, dan

menganalisis data dari Pusat Pemantauan Nasional;
c. berdasarkan analisis tersebut ASEAN Coordinating Centre memberikan

penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

4. Pencegahan
Tindakan pencegahan dalam Persetujuan ASEAN mencakupi:
a. mengembangkan dan melaksanakan peraturan, program, dan strategi

kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy);
b. mengembangkan kebijakan untuk menghambat aktivitas yang dapat

mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
c. mengidentifikasi daerah rawan kebakaran;
d. memperkuat pengelolaan dan kapasitas pemadaman kebakaran di

tingkat lokal;
e. meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan peran serta masyarakat;
f. meningkatkan dan memanfaatkan kearifan tradisional;
g. menjamin adanya tindakan hukum, administratif, dan tindakan

lainnya.

5. Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan dapat dilakukan secara bersama-sama antarnegara
ASEAN atau sendiri-sendiri. Kesiapsiagaan wajib dilakukan dengan:
a. mengembangkan strategi, rencana kesiapsiagaan serta mengendalikan

risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
b. menyiapkan prosedur operasional untuk kerja sama regional dan

tindakan nasional.

6. Tanggap . . .
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6. Tanggap Darurat Nasional
Setiap Pihak wajib menjamin adanya tindakan legislatif, administratif,
dan pendanaan untuk memobilisasi peralatan, bahan, sumber daya
manusia, dan keuangan dalam pelaksanaan tanggap darurat nasional
serta wajib segera memberitahu pihak lain dan ASEAN Centre mengenai
tindakan tersebut.

7. Tanggap Darurat Bersama
Persetujuan ASEAN mengatur tanggap darurat bersama dengan syarat:
a. melalui proses permohonan bantuan dan persetujuan pemohon;
b. permohonan bantuan diajukan baik secara langsung maupun melalui

ASEAN Coordinating Centre kepada Para Pihak ataupun kepada
negara lain atau organisasi internasional;

c. pencemaran asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan;
d. bantuan harus rinci, tertulis, dan jelas;
e. Para Pihak mengidentifikasi dan memberitahukan ASEAN

Coordinating Centre mengenai tenaga ahli dan peralatan bantuan yang
dapat disediakan.

8. Petunjuk dan Pengendalian Bantuan
Persetujuan ASEAN mengatur petunjuk dan pengendalian bantuan
yaitu:
a. Pihak pemohon bantuan wajib melaksanakan petunjuk, pengendalian,

koordinasi, dan pengawasan bantuan di wilayahnya;
b. Pihak pemberi bantuan wajib menunjuk orang/badan untuk

melakukan pengawasan atas personel, peralatan, dan bekerja sama
dengan Pihak pemohon bantuan;

c. Pihak pemohon bantuan menyediakan fasilitas lokal dan pelayanan
administrasi yang tepat dan efektif; dan

d. Pihak pemberi dan penerima bantuan wajib mengkoordinasikan
bantuan di wilayahnya masing-masing.

9. Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan
Persetujuan ASEAN memberikan pengecualian berupa pembebasan
pajak dan fasilitas untuk memasukkan personel, peralatan, dan bahan
agar pemberian bantuan efektif dan efisien.

10. Transit . . .
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10. Transit Personel, Peralatan, dan Bahan dalam Ketentuan Pemberian
Bantuan
Pihak lain yang wilayahnya menjadi tempat transit wajib memberikan
fasilitas bagi personel, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan atau
digunakan dalam pemberian bantuan.

11. Kerja Sama Teknis
Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis yang difasilitasi ASEAN
Coordinating Centre untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi
risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia antara lain:
a. mobilitas sumber daya;
b. standardisasi format laporan;
c. pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik, dan

keterampilan;
d. perencanaan pelatihan, pendidikan, dan kampanye peningkatan

kesadaran;
e. pengembangan teknik pembakaran terkendali;
f. pertukaran pengalaman dan informasi di antara lembaga penegak

hukum;
g. pengembangan pasar untuk pemanfaatan bio massa;
h. pengembangan program pelatihan bagi pemadam kebakaran;
i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis.

12.Penelitian Ilmiah
Penelitian ilmiah wajib dilakukan baik secara bersama-sama maupun
antarnegara ASEAN maupun sendiri-sendiri untuk:
a. mempromosikan dan mendukung program penelitian ilmiah dampak

terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang;
b. mengembangkan cara, metode, teknik dan peralatan untuk

pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman
kebakaran.

Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan
Persetujuan ASEAN, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang . . .



- 7 -

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah
terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah
aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah
naskah asli Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5592
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ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION

The Parties to this Agreement,

RtrAFFIRMING the con:nritnrent to the ainrs and purpQses of the

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as set forth in the

Bangkok Declaration of 8 August 1967, in particular to promofg regional
co-operation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership

and thereby contribute towards peace, progress and prosperilty in the

region,

RECALLING the Kuala Lunrpur Accord on Environment and
Development which was adopted by the ASEAN Ministers of
Environment on 19 June 1990 which calls for, inter alia, efforts leading
towards the harmonisation of transboundary pollution prevention and
abatement practices,

RECALLING ALSO the adoption of the 1995 ASEAX CJ-operation
Plarr on Transbor.rndary Pollution, which specifically addressed
transboundary atmospheric pollution and called for, ,inter alia,
establishing procedures and mechanisms for co-operation among ASEAN
Member States in the prevention and mitigation of land and/oq forest fires
and haze,

DBTERMINED to give effect to the lggT Regional Haze Altion Plan
and to the I{anoi Plan of Action which call for fully implernenting the
1995 ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution, witlr
particular emphasis on the Regional llaze Action Plan by the year 2001,

RECOGNISING the existence of possible adverse effects of
transboundary haze pol lution,

CONCERNED tl'rat a rise in the level of emissions of air pollu
within the region as forecast may increase such adverse effects,



IfECOGNISING the neecl to study the l'oot causes and the implications

ofthe transboundary haze pollution and the need to seek solutions for the

problems identified,

AFFIRMING their willingness to further strengthen international co-

operation to develop national policies for preventing and monitoring

transboundary haze pollution,

AFFIRMING ALSO their willingness to co-ordinate national action for

preventing and monitoring transboundary haze poliution through

exchange of information, consultation, research and monitoring,

DESIRING to undertake individual and joint action to assess the origin,
causes, nature and extent ofland and/or forest fires and tlie resulting haze,

to prevent and control the sources ofsuch land and/or forest fires and the

resulting haze by applying environmentally sound policies, practices and

technologies and to strengthen national and regional capabilities and co-

operation in assessment, prevention, mitigation and managempnt of land
and/or forest lires and tlre resulting haze, 

,,, 
I

CONVINCED that an essential means to achieve such colleciive action
is the conclusion dnd effective inrplenrentation of an Agreement,

i'

I{ave agrecd as follows: i,

li
I

PARTI,  GENERAL PROVIS10NS

Article I
Use of Terms

For the purposes of this Agreement:

1. "Assisting Party" means a State, international organisation, any
other entity or person that offer and/or render assistance to a

Requesting Party or a Receiving Palty irr the event of larrd arrd/or
forest fires or haze pollution.

2, "Competer.rt authorities" means one or more entities designated
authorised by each Party to act on its behalf in the irlplementa
of this Agreenrent.
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"Controlied buming" means any fire, combustion or $nlouldering
that occurs in the open air, which is controlled by ndiional laws,

rules, regulations Qr guidelines and does not cause fire outbreaks

"Fire prone areas" means areas defined by the national authorities as

areas where fires are most likely to occur or have a higlldr tendency
to occur,

"Focal point" nleans an errtity designated and authorised by eaoh
Party to receive and transmit communications and data pursuant to
the provisions of this Agreement.

"Haze pollr,rtion" means snroke resulting froni land and/or forest fire
whiclr causes deleterious effects of such a nature as to endanger
human health, harnr living resources and ecosystems and material
property and impair or interfere with amenities and other legitimate
uses of the environnrent.

"Land and/or forest fires" nreans fires such as coal seam, fires, peat
fires, and plautation fires,

L

"Mernber State" means a Member State of the Association of
Southeast Asian Nations, l

"Open buming" means any fire, combustion or smouldering that
occurs in the open air,

"Party" nealls a Member State of ASEAN that has consOr.lted to be
bound by this Agreement and for which the Agreement is in force.

"Receiving Party" means a Party that accepts assistance offered by
an Assisting Party or Parties in the event of land and/or forest firei
or haze pollution.

"Requesting Party" means a Party that requests from anolhgr party
or Parties assistance in the event of land and/or forest fires or lrazL
pollution.

13. "'lransboundat:y haze pollution" nreans haze polluti6n: wh
physical origin is situated wholly or in part within the area under
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: national jurisdiction of one Member State and which is transported
into the area under the jurisdiction of another Member State,

14, "Zero bunring policy" means a policy that prohibits open buming
but may allow some fomrs of controlled buming,

Articlc 2 ' 
;

Qbjective
I

The objective of this Agreement is to prevent a4d monitor
transboundary haze pollution as a result of land and/or,forest fires
which should be mitigated, through concerted national efforts and
intensified regional and intemational co-operation. This should be
pursued in the overall context of sustainable development and in
accordance with the provisions of this Agreement.

Article 3
Principles

The Parties shall be guided by the following principles in the
implementation of this Agreement: 

r

:L The Parties .have, in accordance with the Charter of tlre United
Nations and the principles of international law, the sovereign right
to exploit their own resources pursuant to tlieir own envirbnmental
and developnrental policies, and the responsibility to ensure that
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to
the environment and harnr to hunran health of other States or of
areas beyond the linrits ofnational jurisdiction.

2. The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in
accordance with their respective needs, capabilities and, dituations,
strengthen co-operation and co-ordination to prevent aqrf monitor
transboundary haze pollution as a result of land and/or fbrest fires
which should be mitigated. 

i

I

3. The Parties should take precautionary measures to anticipate,
prevent and nronitor tranboundary haze pollution as a resultlofland
and/or forest fires which should be mitigated, to minimise i.14

adverse effects. Where there are threats of serious or irrevers
damage fronr transbonndary haze pollution, even without
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scientific certainty, precautionary n'reasures shall be taken by
Parties concemed.

The Parties should manage and use their natural resources,
inch.rding forest and land resources, iu an ecologically sound and
sustainable manne[,

The Parties, in addressing transboundary haze pollution, should
involve, as appropriate, all stakeholders, including local
communitie's, non-govemmental organisations, farmers and private
enterprises.

Article 4
General Obligations

In pursuing the objective of this Agreement, the Parties shall:
I

l. Co-operate in developing ar:d implementing measures ,to prevent
and monitor transboundary haze pollution as a resurt oflahd and/or

- forest fires which should be mitigated, ancJ to control seurces of
fires, including by the identification of fires, develgphrent of
nronitoring, assessment and early warning systems, eXohange of
information and technology, and the provision Qf mutual

I2. when the transboundary haze pollution originates from wiihin their
tenitories, respond promptly to a request for relevant irlformation
or consultations sought by a State or States that are or may be
affected by such transboundary haze pollution, with rd view to

r-- minirnising the consequences of the traniboundary haze polrution.

3. Take legislative, administrative and./or other
implement their obligations under this Agreenrent.

||

||
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mcasures  to
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PART H. MONITORINC,ASSESSMENT,PREVENTIoN AND
RESPoNSE

Article 5 il

ASEAN co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution
Control

The ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze
Pollution Control, hereinafter refened to as "the ASEAN Centre",
is hereby established for the purposes of facilitating co-operation
and co-ordination among the Parties in managing the impact of
land and/or forest fires in particular haze pollution arising from
such fires,

The ASEAN Centre shall work on the basis that the national
authority will act first to put out the fires. When the national
authority declares an emergency situation, it may nrake a request to
the ASEAN Centre to provide assistance.

A conrmittee composed of representatives of thd, national
authorities of the Parties shall oversee the operation of tlie ASEAN
Centre. i

otlt the ftlnctiO1ls as Set out in

as directcd by the C01lference Of

2.

3.

4. The ASEAN Centre shall cany
Annex and any other functions
the Parties.

1.

Article 6
Competcnt Authorities ancl Irocal points

Each Party shall designate one or n'lor.e competent AutltQrities and
a Focal Point that shall be autlrorised to urt on its bedalf in ttre
perfonnance of tlre administrative functions required by ttrisAgreernent. I '

rl

Each Party shall infomr other parties and the ASEAN cerilrie, of its
competent Authorities and Focal point, a,d of .ny ,ofr.q;;;
changes in their designations.

つ

“

|
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3. The ASEAN Centre shall regularly and expeditiously provide to
Parties and relevant intemational organisations the information

refened to in paragraph 2.,above,

t.

Article 7
Monitoring

Each Party shall take appropriate measures to monitor:

a. all lire proue areas,

b. all land and/or forest fires,

c. the environmental conditions conducive to such land and/or
forest fires, and

d. haze pollution arising fronr such land and/or forest fires,

Each Party shail designate one or mole bodies to function as

National Monitoring Centres, to undertake monitoring refened to
in paragraph I above in accordance with their respective national
procedures.

The Parties, in the event that there are firos, shall initiate imnrediate
action to control or to put out the fires.

1.

Article 8

Assessment

Each Party shall ensure that its National Monitoring Centre, at
agreed regular intervals, communicates to the ASEAtil lCentre,
directly or through its Focal Point, data obtained relatin! to fire
prone areas, land and/or forest fires, the environmental qqhditions
conducive to such land and/or forest fires, and hazejpOllution
arising from such land and/or forest fires. l

The ASEAN Centre shall receive, consolidate and analysb the data
communicated by the respective National Monitoring Centres or
Focal Points,

On the basis of analysis of the data received, the ASEAN Centre
shall, where possible, provide to each Party, through its
Point, an assessment of risks to hun'ran health or the enviro

2.

，
ｐ

2.

●
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arising from land and/or forest fires and the , resulting

transboundary haze pollution.

Article 9
Prevention

Each Party shall undertake measures to prevent

activities related to land and/or forest fires that

transboundary haze pollution, which include:

血

ｍｌｙ

control
lead to

a, Developing and implementing legislative and other

regulatory measures, as well as programmes and strategies to
promote zero buming policy to deal with land and/or forest

fires resulting in transboundary haze pollution;

b. Developing other appropriate policies to curb activities that
may lead to land and/or forest fires;

c. Identifying and monitoring areas prone to occurrence ofland
and/or forest fires;

d. Strengthening local fire management and firefighting
capability and co-ordination to prevent the occurlence of
land and/or forest fires;

Promoting public education and awareness-building
campaigns and strengthening community participation in fire
management to prevent land and/or forest fires and haze
pollution arising fronr such fires;

Promoting and utilising indigenous knowledge and practices
in fire prevention and management; and

Ensuring that legislative, administrative and/or other relevant
n'leaslrres are taken to confrol open buming andl to prevent
land clearing using fire,

e.
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1.

1 ,

such fires.

2. Each Party shall forthwith
Centre of such measures.

|  |

hおm other Paries and thl ASEAN
III I

Article 10

Preparedness

The Parties shall, jointly or individually, develop strategies and

response plans to identify, manage and control ri-slcs to- human

health and the environment arising from land and/or forest fires and

related haze.pollution arising from such fires'

The Parties shall, as appropriate, prepare standard operating

procedures. for regional co-operation and national action required

under this Agreenrent.

Article 1l
National EmergencY ResPonse

Each Party shall ensure that appropriate legislative, administrative
and financial nlcasures are taken to nrobilise equipment, materials,

human and financial resourcss required to respond to and mitigate

the impact of land and/or forest fires and haze pollution qising from

r~|
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Article 12

1.

Joint Emergency Regponse through the Provision of Assistance

If a Party needs assistance in the event of land and/or forest fires or
haze pollution arising fronr such fires within its tenitory, it may

request such assistance from any other Party, directly or through
the ASEAN Centre, or, where appropriate, from other States or
intemational organisations.

:l
Assistance can only be empioyed at the request of and rlvith the

consent gf the requesting Party, or, when offered by anoqlpbr Party
or Parties, with the consent of the receiving Party. ' i

つ
つ Each Party to which a request for assistance is directed shall
promply dccide and noi″ the rcqucsting Party,d廿 ecly olthro

the ASEAN Cenke, whether it is in a position to

2.

assistance requested, aud ofthe scope and terms ofsuch assi


